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PUTUSAN

Nomor 325/Pdt.G/2019/PA Sj

لرّحِيمِ نِ  ٱلرمَّٰ حبِسٱمِ ٱللهِّ  س
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada

tingkat  pertama  dalam sidang  Majelis  telah  menjatuhkan  putusan  perkara

Cerai talak antara:

Hamsah bin Aming, tempat dan tanggal lahir, Sinjai,  1 Agustus 1984 (umur

35 tahun),  agama  Islam,  pendidikan  terakhir  SLTA,

pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Bolalangiri,

Desa  Bonto  Katute,  Kecamatan  Sinjai  Borong,

Kabupaten  Sinjai,  selanjutnya  disebut  sebagai

Pemohon;

melawan

Nurlina binti Hamid, tempat dan tanggal lahir, Sinjai 12 Februari 1979, (umur

40  tahun),  agama  Islam,  pendidikan  terakhir  SLTP,

pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun

Bolalangiri,  Desa  Bonto  Katute,  Kecamatan  Sinjai

Borong,  Kabupaten Sinjai,  selanjutnya disebut  sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17

September 2019  telah  mengajukan  permohonan  yang  telah  didaftar  di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, dengan Nomor 325/Pdt.G/2019/PA Sj

tanggal 17 September 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut: 
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1. Bahwa  pada  tanggal  2  Oktober  2010  Pemohon  dengan

Termohon  melangsungkan  pernikahan  dan  dicatat  oleh  Pegawai

Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Sinjai  Tengah,

Kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor

213/06/X/2010 tanggal 5 Oktober 2010;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun

sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya tinggal

bersama  di  rumah orang  tua  Termohon  di  Dusun  Bolalangiri,  Desa

Bonto Katute, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, selama 7

(tujuh) tahun 3 (tiga) bulan;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon

tidak dikaruniai   anak;

4. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon tidak

ada masalah namun pada akhir tahun 2015 Pemohon sering mengeluh

kepada  Termohon  karena  Pemohon  dan  Termohon  belum  juga  di

karuniai anak, Pemohon dan Termohon sudah berusaha berobat agar

mendapat keturunan akan tetapi usaha Pemohon dan Termohon tidak

mendapatkan  hasil,  menyebabkan  kehidupan  rumah  tangga  antara

Pemohon dan Termohon tidak tentram;

5. Bahwa  pada  pada  tanggal  1  Januari  2018  Pemohon  dan

Termohon  bersepakat  untuk  bercerai  karena  tidak  ada  keturunan

selama  pernikahan  antara  Pemohon  dan  Termohon,  sehingga

Pemohon  memutuskan  untuk  meninggalkan  rumah  orang  tua

Termohon  dan  kembali  ke  rumah  orang  tua  Pemohon  di  Dusun

Bolalangiri, Desa Bonto Katute, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten

Sinjai, dan sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah

selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan ;

6. Bahwa  dengan  kejadian  tersebut  rumah  tangga  Pemohon 

dengan Termohon  sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga

tujuan  perkawinan  untuk  membentuk  rumah  tangga  yang  sakinah,

mawaddah  dan  warahma  sudah  sulit  dipertahankan  lagi  maka
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perceraian  merupakan  alternatif  terakhir  bagi  Pemohon  untuk

menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan

Agama Sinjai cq Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi  izin  kepada  Pemohon,  (Hamsah  bin  Aming)  untuk

menjatuhkan  talak satu raj'i terhadap Termohon, (Nurlina binti Hamid) di

depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;

3. Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara

sesuai hukum yang berlaku

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan  yang seadil-

adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang

menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap

ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

wakil/kuasa  hukumnya  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

sesuai yang dibacakan di persidangan dan ternyata ketidak hadirannya tidak

disebabkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati  Pemohon agar berpikir  untuk

tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, dan atas

pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon masih tinggal bersama;

2. Bahwa Pemohon masih menafkahi Termohon;

3. Bahwa  Pemohon  dengan  Termohon  masih  menjalin  hubungan

komunikasi yang baik dengan Termohon;

4. Bahwa sebenarnya Pemohon tidak mau bercerai  dengan Termohon,

karena  istri  Pemohon  merelakan  Pemohon  menikah  lagi,   Pemohon

mengajukan  permohonan  cerai  disebabkan  desakan  dari  calon  istri
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Pemohon bernama Nirma, halmana bersedia menikah dengan Pemohon

bila Pemohon menceraikan Termohon;

 Bahwa  atas  penjelasan  Pemohon  tersebut,  maka  Majelis  Hakim

mencukupkan  pemeriksaan  perkara  dan  tidak  melanjutkan  ke  tahap

berikutnya; 

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang

termuat  dalam  berita  acara  sidang  ini  merupakan  bagian  yang  tidak

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  perkara  a  quo adalah  termasuk  dalam  lingkup

bidang perkawinan sebagaimana Pasal 49 dan penjelasannya huruf (a) angka

8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas  Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini

termasuk kompetensi Absolut Pengadilan Agama; 

Menimbang,  bahwa  ternyata  Termohon,  meskipun  dipanggil  secara

resmi dan patut sesuai dengan amanat Pasal 145 ayat (1 dan 2) dan Pasal

146  R.Bg,  tidak  datang  menghadap  di  muka  sidang  dan  ternyata  ketidak

datangnya tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut

akan  tetapi  tidak  datang  menghadap  harus  dinyatakan  tidak  hadir  dan

permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang,  bahwa oleh  karena  itu,  maka putusan  atas  perkara  ini

dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang,  bahwa sebagaimana yang telah diamanatkan Pasal 31

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan jo  Pasal  82  ayat  1

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989  Tentang Peradilan Agama dan  telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, setiap persidangan Majelis
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Hakim  telah  berusaha  menasihati  pihak Pemohon agar  mengurungkan

niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini juga tidak melalui upaya mediasi sesuai

amanat Pasal 154 R.Bg dan dipertegas dengan Peraturan Mahkamah Agung

Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan,  karena

Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  Pemohon  yang  pada

pokoknya menyatakan bahwa sampai  saat  ini  Pemohon dengan Termohon

masih hidup rukun dan harmonis, Pemohon masih menafkahi Termohon, dan

masih terjalin komunikasi yang baik dengan Termohon, penyebab Pemohon

ingin menceraikan Termohon disebabkan desakan dari calon istri  Pemohon

bernama  Nirma,  halmana  Pemohon  dengan  Nirma  dapat  menikah  bila

Pemohon menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim

berpendapat  bahwa permohonan cerai  talak  yang  diajukan  oleh  Pemohon

tidak beralasan hukum sebagaimna maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,

Majelis  Hakim  berkesimpulan  permohonan  Pemohon  tidak  dapat  diterima

(Niet Onvantkelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa karena perkara  a quo  masuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang  Peradilan  Agama,  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, 

Mengingat,  semua pasal  dalam peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 
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MENGADILI

1. Menyatakan  Termohon  yang telah  dipanggil  secara  resmi  dan patut

untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Menyatakan  permohonan  Pemohon tidak  dapat  diterima  (Niet

Ontvankelijke Verklaard);

3. Membebankan  kepada  Pemohon untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp.  1.376.000,00 (satu juta  tiga ratus  tujuh  puluh enam ribu

rupiah);

Demikian  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  yang

dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 Miladiah, bertepatan

dengan  tanggal  9  Safar  1441 Hijriah,  oleh  kami

Dr.  Muhammad  Najmi  Fajri,  S.H.I.,  M.H.I  sebagai  Ketua  Majelis,

Muhammad  Arif.  S.HI  dan  Syahruddin,  S.H.I.,M.H masing-masing  sebagai

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

terbuka  untuk  umum oleh  Ketua  Majelis  tersebut  dengan  didampingi  oleh

Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Nur Afidah  sebagai Panitera Pengganti

serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS;

                ttd              ttd

MUHAMMAD ARIF,S.HI Dr. MUHAMMAD NAJMI FAJRI, S.H.I., M.H.I

HAKIM ANGGOTA,

 
               ttd

SYAHRUDDIN, S.H.I.,M.H PANITERA PENGGANTI;

                   ttd

Dra. NUR AFIDAH
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Perincian Biaya Perkara:
1. Pendaftaran : Rp       30.000.00
2. Proses : Rp       50.000.00

3. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00

3. Panggilan : Rp   1.260.000.0

4. Redaksi : Rp       10.000.00

5. Meterai : Rp         6.000.00

Jumlah  : Rp  1.376.000,00

       

      (satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

 

STARAMIN, S.Ag., M.H
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